BUPATI MAMUJU

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuiju;

Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mamuiju;

Para Camat se-Kabupaten Mamuju;

Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Mamuiju;

Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Mamuju

Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Mamuju
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SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PENGGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
DI KABUPATEN MAMUJU

Dalam rangka mendorong efektivitas pelayanan publik dengan berdasar
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan
Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas
Kependudukan Digital, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri telah memberlakukan aplikasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) di Masyarakat yang di dalamnya memuat KTP Digital, KK Digital, Akta
Kelahiran Digital dan fitur permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan
secara online;

2. Aplikasi IKD tertanam di dalam gawai setiap Kependudukan yang telah melakukan
aktivasi dan berlaku satu NIK untuk satu gawai;

3. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, KTP yang dipegang Penduduk berbentuk fisik
dan/atau Digital, keduanya memiliki fungsi serta kegunaan yang sama sebagai
tanda pengenal Identitas diri setiap Penduduk;

4. Keabsaan dokumen Administrasi Kependudukan (KTP, Kartu Keluarga dan Akta)
yang ada di dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dicek melalui
pemindahan Quick Respons Code (QR Code) berbagai dokumen menggunakan
fitur pindaiyang ada pada aplikasi IKD atau Aplikasi Pemanfaatan Data
Kependudukan bagi Instansi/Lembaga yang telah melakukan perjanjian kerja
sama Pemanfaatan Data Kependudukan;

5. Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga-Lembaga/Swasta yang memerlukan
Integrasi Sistem Verifikasi dan Validasi data kependudukan agar segera
melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dengan :

a. Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan di
Pemerintah Kabupaten Mamuju penggunaan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mamuiju;

b. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri, bagi Lembaga Vertikal dan Badan Hukum Publik/Swasta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Swasta penyedia layanan publik yang
mensyaratkan KTP-el agar dapat menerima KTP Digital/IKD sebagai bukti Identitas
diri permohonan layanan;
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW), di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mamuju WAJIB melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital
(IKD) sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pelayanan publik berbasis
digital dan optimalisasi pemanfaatan identitas digital. Setiap Perangkat
Daerah/Unit Kerja wajib memastikan seluruh ASN, PPPK dan PPPK-PW di
lingkungan kerjanya telah melakukan aktivasi IKD melalui Agen IKD pada masing-
masing Perangkat Daerah/Unit Kerja. Agen IKD bertugas melakukan pendataan,
pendampingan, pemantauan, dan rekapitulasi capaian aktivasi IKD ASN dan PPPK
serta melaporkan capaian tersebut secara berkala kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mamuju
sesuai mekanisme dan periode pelaporan yang ditetapkan;

Perbankan, BUMN/BUMD dan lembaga penyedia layanan publik di Kabupaten

Mamuju agar :

a. Menerima ldentitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bukti identitas dalam
pelayanan yang mensyaratkan KTP-el, esuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Mendorong pemanfaatan IKD dalam proses verifikasi dan validasi identitas
pengguna layanan;

c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pegawai serta
masyarakat/pengguna layanan mengenai pemanfaatan IKD; dan

d. Mendukung percepatan transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui
pemanfaatan IKD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mamuju agar

meningkatkan sosialisasi kepada Instansi/Lembaga /Swasta penyedia layanan

publik serta aktivasi IKD bagi Penduduk dalam rangka transformasi pelayanan
publik digital di Kabupaten Mamuiju;

PERHATIAN KHUSUS : Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memberikan

perhatian dan tindak lanjut secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan

aktivasi IKD bagi seluruh ASN, PPPK dan PPPK-PW termasuk melakukan
pendataan, pemantauan, dan percepatan terhadap ASN/PPPK yang belum
melakukan aktivasi.

Demikian untuk menjadi pedoman dan disosialisasikan hingga ke tingkat

paling bawah, khususnya pada unit pelaksana pelayanan publik serta seluruh
masyarakat.

Ditetapkan di Mamuiju
Pada tanggal 25 September 2026
Bupati Mamuiju,

Sitti Sutinah Suhardi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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